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Yllt 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 
2. Sekretaris Kablnet: 
3. Jaksa Agung: 
4. Kepala Kepolisi<wl Negara Republik lndonesla, 
5. Kepala Lembaga Pemerintah Nonllementenan: 
6. Para Sekfetaris Jenderal pada Lembaga Tlnggl Negara; 
7. Para Sekretaris Jenderal pad a Lembaga Nonstruktural; 
8. Para Gubemur. 
9. Para BupaliM'alikOla. 

14 Mei 2013 

Sehubungan dengan banyaknya peftanyaan dan usulan dari para Pegawal Negeri Sipil toolllng 
pensiun dlnl dengan pesangon kepada Kemenlerian PAN dan RB, bersama ini dengan hormat disampaikan 
bahwa: 

1. Oalam Peraturan Pememtah Nomor 32 Tahun 1979 tenlalg Pembeltlentian Pegawai Negeri Sipll 
sebagaimana lelah beberapa kali diubah, leralctW dengan Peraturan Pemerintah Hornor 19 T ahun 2013 
jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 4/SE/t980 dinyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang dlberllootikan dengan hoonat sebagal PNS diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan antara lain diberikan hak penslun. 

2- PNS yang dibethentikan dengan honnat clan lelah berusia ~ sedil<l 50 tahun clan memiicl masa 
kerja paling sedikl 20 ~ dibenlan hak pensiun. 

3. Yang dimaksud dengan hak pensiun adalah hak penslun sesual dengan peraturan perundang· 
undangan di bfdang kepegawafan yang bertaku bag! PNS, yattu Undang·Undang Hornor 11 
Tahun 1969tentang Penslun Pegawaidan Pensiun Janda/Duda Pegawai. 
Oalarn Undang-Undang Hornor 11 T ahun 1969 lidak ditenal pesangon_ 

4. Oleh katena il\J PNS yang mengajukan usulan pensiun dinl dengan pesangon tldak dapat dip~ 
katena tidak/belum ada dasar hukumnya 

unaan Aparatur Negara dan RB, 
* 


